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BAB VI 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian diatas kita dapat simpulkan bahwa : 

1. Secara umum proses koordinasi antara Dinas Sosial dengan 

stakeholders lain dalam proses rehabilitasi korban perdagangan orang 

adalah Sedang Secara rinci koordinasi dalam setiap tahap adalah sebagai 

berikut. 

2. Dalam proses pemulihan, koordinasi Dinas Sosial dengan berbagai 

pihak kurang baik. Bentuk koordinasi dengan P2TP2A dan LSM adalah 

dalam pelaporan dan rujukan atas data kasus Korban Perdagangan 

Orang yang ditangani oleh P2TP2A dan LSM. Rujukan dengan maksud 

memberikan bantuan untuk anggaran (untuk LSM) dan akses 

pemulangan. Dinas Sosial Jawa Barat koordinasi dengan Departemen 

Kesehatan yaitu pemberian rujukan ke Rumah Sakit/Puskesmas jika 

Korban Perdagangan Orang membutuhkan akses kesehatan, namun 

Departemen Kesehatan belum memberikan tenaga professional seperti 

Psikolog atau perawat, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat harus menyewa 

dari pihak luar. Dinas Sosial Provinsi Jawa barat dan Departemen 

Agama berkoordinasi dalam bentuk pemberian pendampingan 

keagamaan di RPTC. Namun pada pelaksanaannya Departemen Agama 
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belum mengirimkan tenaga kerja pedamping agama ke RPTC, 

walaupun Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sudah menginformasikan 

permohonan ke Departemen Agama. Maka Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Barat berkoordinasi dengan Departemen Kesehatan dan Departemen 

Agama rendah. 

3. Pada proses Reintegrasi, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 

berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Kepala 

Desa/Lurah/Camat dan BP3AKB sangat baik. Dalam proses 

pemulangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan 

Dinas Kabupaten/Kota untuk menyelidiki data korban perdagangan 

orang. Setelah rumah data ditemukan, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 

dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota melakukan Home Visit kepada 

keluarga korban untuk memberikan informasi mengenai keluarganya 

yang telah menjadi korban perdagangan orang. Dalam hal ini perlu ada 

koordinasi dengan Kepala Desa/lurah/camat untuk ikut berpartisipasi 

dalam hal memberikan pendampingan kepada keluarga korban agar 

menerima keadaan korban. BP3AKB ketika Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Barat memiliki keterbatasan anggaran untuk pemulangan korban di luar 

Provinsi Jawa Barat. 

4. Pada proses Pemberdayaan Ekonomi, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 

berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Koordinasi disini 
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dalam bentuk pemberian dana UEP setelah korban merasa siap untuk 

memiliki usaha mandiri. 

6.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil maka rekomendasi yang diusulkan adalah: 

1. Untuk Ketua Gugus Tugas Tindak Pencegahan Perdagangan Orang 

yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat seharusnya lebih tegas dengan cara 

memberikan evaluasi kinerja atau teguran kepada instansi yang 

koordinasi rendah dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Hal ini agar 

insentif dan sanksi dapat jelas serta kondusif, tidak hanya dalam Dinas 

Sosial Provinsi Jawa Barat tetapi juga instansi lain yang terlibat. 

2. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat perlu untuk membuat informasi yang 

lengkap dan jelas atas tugas dan tanggungjawab untuk instansi yang 

terlibat agar instansi yang koordinasinya rendah dapat bergerak dan 

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelaksanaan 

Rehabilitasi Perdagangan orang. 
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